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ABSTRAK

Pada dasarmya masalab pencemaran itu diakibatkan oleh perbuatan-perbustan
manusia vanp tidak bijaksana. Mulai dart pebuatan yang ceroboh. meningkat pada
perbuatan vang lidak terencana secara masak sampal jenis perbuatan yang Jahat,
Kesemuanya itu lernyata dapat menimbulkan kerugian dan bahkan membahayakan
kesejahtersan manusia dan lingkungan alamnya. Oleh karena itu apabila ditinjau dan
sidutl hukwm perdata, maka pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat
diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak dursila vang dikenal
dengan “Onrechtmatipedaad”. Prinsip tangeung jawab 4 dalam hokem lingkungan
dikembangkan suatu prinsip “Strict Liability™ atau tangpong jawab motlak.  vaite
kewajiban sipelakn / polluter untuk membayar ganti rugi atas kerugian vang timbul
segera setelah terjadinya kerugian dengan tidak mempersoalkan salah atou tidaknyva
seseorang, kelompok crng atau badan hukum vang menimbulkan kerugian cukup
dinvatakan beranggung jawab dalam  perbuatan  pencemaran dan atsu peresakan
lingkungan hidup, meskipun pada dirinva belum dinvatakan.

Permasalahan yvang diangkat dalam skripsi i adalah bagaimana tanggung jawab
FT. Famili Rava terhadap masyarakat akibal penyempitan sungai, hambatan-hambatan
vuridis apa vang ditemui dalam penentuan gant regi, Dalam menjawab permasalahan
tersebut, skripsi ini mengacy pada ketentuan perlindungan lingkungan hidup vang
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolasn Lingkunpan
Hidup, Pasal 1365 KUHFerdala mengatur mengenai ganti Kerugian,  Peraturan

Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 27 Tabun 1999 wentang Analisa Mengenai

Vi



BaB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Aldom sekitar ciptass Tuban vang amal loas vang membentang dari Barat sampai
ke Timur dan [Mars sompa ke Selatan sunggub indak dan mengagumkan, Daratan serta
tyutannye penuh dengan beraneka ragam hasil-hasil vane meliputi hasil wmbang, kayu-
kayuan, hewan, ikan, mutiors dilat dan lain sebagainya yang kesemuanya dijadikan
untuk kesejableron manusia, Sckerang bagaimana cara memanlbatkannya, Scemim ilu
tergantung kepada manusia vang mengelolanya, sehingpa ciptaan itu tetap lestari dan
tidak sampai menimbulkan keresakan dan mungkin tidak saja resak tetapi punah sama
sekali. Dengan demikian penpelolaan alam sekiter vang dilakuekan dengan baik akan
menjadi - manfast  scpanjang masa dan sebaliknya  pengelolaan vang  dilakukan

sembarangan akan menimbulkan kesuraman bagi generasi-generasi vang akan datang,

Masalah alam sekitar yeog lebib di kenal di Indonesia dengan Lingkungan Hidup.
sekarang ini sangai banvak dibicaraskan, baik di dalam negeri maupun i luar negeri,
karena masalab lingkungan hidup ini sangat penting yang menvangkut masa depan

pangsa dan negara yang dalam hal ini pengelelasnnya perly difaksanakan dengan baik



vang pada akhirnyva menjadi tetap lestari demi keselamatan umal manusia di kemuodian
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hag,

Pada dasamya muasalah pencemaran it diskibatkan oleh perbuatan-perbuatan
manusia yang tidek bijaksana, Mulai dari perbutan vang ceroboh, meningkat pada
perbutan yang tdek ferencana secars masak sampai jenmis perbustan vang  jahat
Kesemuanyy it ternyaie dapat menimbulkan kKerugian dan balikan membahayakan
kesejahteraan manusia dan lingkungan alamnya, Oleh karesa itu apabila ditinjau dari
sudut hukum perdate. maka pencemaran dan atsu perusakan lingkungan hidup dapal
diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak dursifa vang dikenal

dengan “Onrechimatigedaad”,

Scjak diundangksnnya hukum  lingkungan dan berlakunya Undang-Undang
Nomor 4 Pabun 1932 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengefolaan Lingkungan
Hidup yang telah diperbaharui dengan Undunp-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan suatu langksh awal dari bangsa Indonesia
sebagal upaya untuk menyadarkan manusia ustuk kot memperhatikan lingkunpanaya.
Undang-undang tersebut dafam tulisan ini selanjutnya ditelis ULULH, karena undang-

undang ini juga dikenal dengan ULULH,-

Dalam kegiatan penegakan hukum, terutama ditjukan untuk meniagkatkan
newertiban dan kepastion bukum dalam masvarakae Demikian pula halnyva descan

perlekunyas ULLH tersebut, tidak herarti kasus kerusskan don atan  pencemaran

' Dt Sumnarwols, “Ckofogd Lingkuagon don Pembaripmman™, DHembatan, Edisi Revisi, Jakarta,
a supriadi, 5H. M. Hum, "Sebaal Pedgonar Falom Lisgbungas D lndoresin®, Jakarn, PT
Simar Cirafihka OfTser, 20EM, FIIm, T6s
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lingkungan hidup langsung dapat diselesaikan secara tuntas karena keberadaan dar

LLLH  tersebet dengan persnghkat peraturan  perundang-undangannyva masih harus

ditinpau dalam prakiek.
Dengan  demikian  penegskan bukum  lingkungan merupakan upaya untuk

mencapal ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang

berlaku secara umuom dan individual melalui penpawasan dan penerapan atau ancaman

sarana administratif, kepidanasan dan keperdataan. Dilihat dari sudut hukum perdata.
sistem dan asas tanggung jawab dalam kasus sebagai mana di Indonesia diatur dalam
1

Pasal 34 ayat | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, merupakan suatu perkembangan
yang patut diperhatikan, Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1 9% dischutkan ;
“Setiap perbuatan wmelangear ikum berupa pencemaran dan [/ atan perusakon

{inghangan fidup yang menimbidkan kerugian pada orang lain atau linghungen
hidup,  mewajibkan penanggung fowab wsaha dan S oatau beiatan  untuk

e mbeyer ganti rugt den { agan melakukan tndakan rertenty.

Konsep tanggung jawab disini merupakan konsekuensi darl kewajiban setiap orang ontuk

melesiarikan kemampuan lingkungan hidug dalam rangka menunjang pembangunan yang

berkesinambungan.
erinsip tanggung jawab di dalam hukum lingkungan dikembangkan suatu prinsip

“striet Liabillity™ atau tanggung jawab mutlak, vaitu kewajiban sipelaku / polluter untuk

membavar ganti rugi ates kerugian yang timbul sepera setelah terjadinya kerugian dengan



ridak mempersoatkan salah stae tidaknva seseorang, kelompok orang gau badan hukum
vang menimbulkan kerugian cokup dinyataken bertanggung jawab dalam  perbuatan
pencemaran dan alan perusakon Imgkungan hidup, meskipun pada diringa belum

dinvatakan hersalah ’

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tabun 1997 bahwa Pengelolaan Lingkungan
Hidup vang diselengparakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjulan dan
asas manfaat  bertujuan  unmk  mewwjudkan  pembanpunan  berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia segtehnya
dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnva vang beriman dan bertagwa kepada

l'uhan Yang Maba Esa.

Jika dilihal pembangunan dikota Padang, baik pembangunan perumahan. gedung-
wedung, kanter, toke maupun  pabrik-pabrik  terus bertambah dad whun-ketahun,
Pertambahan sarana erat kailannys dengan pertambahan penduduk. Denpan pertambahan
sarsna-sarong lersebut, tanpa diimbangi pertambaban luasnva wilavah dengan kata lain
lugs wilayah tetap, maka sudah tentu terjadi kepadatan vang membuat udara semakin
pengap vang kiranyva dapat mempengaruhi Keseholan linglungan hidup. Disamping
sepadatan pendudok, juga akan terjadi pertambahan pembangunan tempar tnggal,
pertokoan dan pasar juga pembangunan industri bary, Khosus mengenai pembangunan
penizelolaan karet di kota Padang Propinsi Sumaters Barat saat ink yvaitu PT. Famili Raya
di kemplek. Pemerintah Daegrah Tingkat 1 Kelurahan, Banuaran dan Gurun Lawas
hoecamatan. bubug Begalung Padang. Kalau dilihat L. Famili Raya tersebut sudah tidak
memenuhi persyaratan lagi karena letaknva dilenpah-tengan pemukiman penoud.

“Ihid. Hlm. 292




sehingoa limbah dan baunya dapat menggangu lingkunpan penduduk sekitar, dengan kala
lain limbah dan wdars sekitarnya sodah tercemar. Terjadinya penyempitan sungai dan
kerusakan Hngkungan akibat dari pembangunan Bronjong (Cek Dam) vang menyebabkan
seringnya ferjadi bamjir pada wakiu hujan dikeluraban Banuaran Kecamatan Lubug
Begalung Padang, Dimana jugs teedapat 1 {satu) bush saluran langsung pembusngan air

limbah pabrik.

Sejalan dengan masalsh vang dikemukakan diatas peneliti mencoba melihat lebih
jauh dengan mengadakan penelitian uniuk mengetaliui sejaulimanz pengaruh-pengaruh
timbah dan pencemaran udara terhadap masyarakat dan keresahan masyvarakat sekitamva,
dan apakah pernah dilakukan tunfutan ganti rogi ditinjaw dart hukum perdata. Hasil dari
penelitian ini nantinya diuraikan dalam sebuab wlisan skeipsi yang diberi judul
"TANGGUNG  JAWAB  PERDATA PT. FAMILI RAYA TERHADAP
MASYARAKAT AKIBAT PENYEMPITAN SUNGAT (Siwli Kases Bronjong (Cek
[2am) Pabrik Karet I, Famili Raya Kel. Banuvaran dan Gurun Lawas Kec. Lubup

Begalung Padang)™,

B, PERUMUSAN MASALAM

Dhari masalah-masalah yvang dikemukakan distas dapat dirumuskan suate masalah

pokok vakni :

Bagaimana tanggung jawab perdata PT. Famili Raya lerhadap masyarakat akibat

penyempitan sungai 7

L



-

2. Hambatan-hambatan yoridis apa vang ditemui dulam perentuan ganti rugi 7

C. TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan masalah vang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bestujuan

untk

login mengetshul bagaimuany langgung jawab perdata PT. Famili Raya terhadap
masyirrakat akibat penyempitan surgai.
2. Ingm mengetahui hambatan-hambatan yoridis vang ditermui dalam penenfuan gansi

FLEE

D, MANFAAT PENELITIAN

Penulisan ini diharapkan bermenfaat bukan hanva bagi penulis pribadi, namun
jugy diharapkan bermanisal bagi berbagal pihak vang memerlukan  data AL L
rengetahuan vang berkaitan dengan materi dafam penulisan ini. Secara umum difarapkan

hasil penulisan ind berman faat ;

I, Manlasd teoritis

Diharapkan  hasil penelitizn ini bermanfaal bagi pengembansan ilmu  hubum,
khususnya bagi hukum lingkungan menpgenai langgung jawab perdata P, Famili

Haya lerhadap masvarakat akibat pencemaran,



BAB IV

PENUTLP

A, KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan

sehapal berikut ;

Tanpgung jawab perdata dalam kasus pencemaran lingkungan hidup terdapat
dalam Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan bahwa : “Tisp perbuatan
melanggar hukum, vang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang
vang karena salahnya menerbitkan kerugian i, mengganti kerugian tersebut™,
Dimana melahirkan suatu perikatan untuk berbual sesuatu, sebagaimana vang
dilakukan oleh PT. Famli Raya, membonghkar banpunan Bronjong (Cek Dam)
vang terdapat ditengah sungai serta Dam Pepahan tebing dibelakang pabrik, serta
menutup saluran langsung air limbah dan membangun Lay Dam di seberang
sungai sebapal pondasi pengaman tebing dengan hiava ditanggung oleh PT.
Famili Raya.

Hambatan yang ditemui yakni pada sast pemberian surat teguran pembongkaran
Cek Dam tersebut, dimana Pemerintab Kota Padang mengangpap babwa PT.
Famili Raya terindikasi tidak mempunyai itikad baik techadap persoalan
pembongkaran Cek Dam dan apabila upava tawar menawar tidak  bisa
ditaksanakan, disarankan agar pembongkaran Cek Dam tersebut dilakukan paling
lama 2 (dun) bulan setelah dilakukan neposiasi / perintah pembongkaran oleh

Pemerintah Kota Padang.
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